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Abstrak

Kecenderungan pihak manajemen yang hanya memfokuskan aspek strategi dan resiko bisnis tanpa
memahami dan memiliki perencanaan dan organisasi strategi tata kelola teknologi informasi menyebabkan
pengelolaan aplikasi E-SAS menjadi tidak terpusat sehingga menurunkan produktivitas kerja. Kesenjangan
ini menyebabkan dalam proses perencanaan dan organisasi menjadi kurang efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan dan sasaran bisnis perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai kesenjangan dari
tingkat kematangan yang ada dengan yang diharapkan dari sisi domain PO (Plan and Organize) dan
merekomendasikan model tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1. Tingkat
kematangan tata kelola teknologi informasi penerapan E-SAS sisi domain PO menunjukkan rata-rata 2,782
dan berada dalam skala 2,51-3,50 pada tingkat ke 3 (defined process). Nilai paling rendah pada proses POS
(mengelola kualitas) dengan nilai 2,600. Tata kelola teknologi informasi POS memiliki hubungan dan
keterkaitannya dari control objective input berupa POI, PO10, MEI dan sebagai control objective output
meliputi AIl, A2, AI3, AIS5, dan DS2; PO10, All, AI2, A3, dan AlI7; ALL; PO4 dan AI6. Untuk mencapai
tingkat kematangan yang diharapkan, manajemen harus memiliki mekanisme perencanaan dan organisasi
yang tepat sasaran, mendefinisikan arsitektur informasi, mengomunikasikan tujuan dan arahan manajemen,
mengelola sumberdaya teknologi informasi, mengelola kualitas, menaksir dan mengelola resiko teknologi
informasi, dan mengelola proyek.

Kata Kunci : tata kelola teknologi informasi, plan and organize (PO), tingkat kematangan, COBIT 4.1

1. Pendahuluan dan organisasi belum sepenuhnya memiliki

Pemanfaatan dan penerapan tata kelola
teknologi informasi organisasi bisnis senantiasa
menjanjikan beragam manfaat untuk segenap
stakeholder. Mulai dari proses perbaikan
efektivitas dan efisiensi kinerja proses bisnis,
penciptaan  transparansi  dan  akuntabilitas
informasi, percepatan pengambilan keputusan,
struktur dan mekanisme transparansi bisnis
hingga perubahan tata kelola model proses bisnis
dengan kualitas data yang buruk [1]. Namun
pelaksanaannya masih memiliki kecenderungan,
dimana belum semuanya dapat memberikan hasil
akhir secara optimal sesuai harapan. Biaya
operasional semakin tinggi, integrasi sistem
cenderung Dbersifat parsial, proyek teknologi
informasi seringkali mengalami hambatan dalam
penyelesaian dan gagal dalam penerapannya,
munculnya resistensi dari internal dan eksternal,
perencanaan investasi teknologi informasi tidak
terukur. Unit proses bisnis mengalami kesulitan
proses sinkronisasi, konvergensi,
interoperabilitas, dan integrasi informasi [1].
Kehadiran informasi menjadi tidak konsisten dan
mempersulit proses transformasi data/informasi.

Pengelolaan  yang cenderung terpusat
dengan aplikasi yang belum sepenuhnya memiliki
hubungan antar fungsi bisnis dan unit kerja dapat
menurunkan produktivitas kerja [5]. Perencanaan
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kesesuaian kualitas sistem teknologi informasi
dengan kebutuhan proses bisnis. Struktur dan
mekanisme antar proses bisnis belum terstruktur
dan menyebabkan penyebaran informasi menjadi
tidak konsisten dan menyulitkan pembuatan
keputusan pada tingkatan operasional, manajerial
dan strategis. Kenyataannya manajemen hanya
selalu memfokuskan kepada aspek strategi dan
resiko bisnis dan kurang memahami mengenai
pentingnya strategi dalam penerapan tata kelola
teknologi  informasi Kesenjangan  ini
menyebabkan dalam proses perencanaan dan
organisasi menjadi kurang efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis
perusahaan [5, 15].

Kenyataan ini memberikan  implikasi
penting bagi pihak manajemen dan pemangku
kepentingan, bahwa memiliki tata kelola
informasi yang tepat sudah menjadi kebutuhan
penting untuk saat ini dan mendatang . Memiliki
kepatutan semua elemen tata kelola teknologi
informasi secara tepat, akurat dan relevan dapat
meningkatkan nilai-nilai ekspektasi untuk semua
pemangku kepentingan [3]. Memiliki Tata kelola
teknologi informasi sangat penting menyediakan
jaminan mencapai tujuan bisnis dan mencegah
resiko ketidaksesuaian proses bisnis dengan
memperhatikan ~ semua  kepatutan  sistem



pengelolaan data dan informasi secara tepat [4].
Memiliki perencanaan dan mekanisme
pengelolaan manajemen internal yang baik dapat
memastikan penerapan teknologi informasi dan
memiliki keselarasan secara konsisten dengan
keterpaduan antara strategi bisnis dan teknologi
informasi [2,3].

Ketersediaan perencanaan dan organisasi
yang relevan, tepat dan memiliki akurasi yang
tinggi merupakan kebutuhan penting dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
pelanggan perusahaan secara keseluruhan [14].
Tidak hanya organisasi pemerintahan dan BUMN,
tetapi juga untuk organisasi atau perusahaan
swasta, dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang
bergerak dalam bisnis ritel untuk produk
perawatan kecantikan melalui penerapan E-
Selling Application System (E-SAS). E-SAS
memiliki tujuan memperlancar dan
mempermudah dalam mengolah semua data
transaksi bisnis ritel secara online sehingga dapat
memperlancar dalam proses pembuatan keputusan
pengadaan  barang  khususnya  perawatan
kecantikan. Menerapkan E-SAS dapat
menghasilkan  berbagai jenis laporan dan
informasi baik secara umum dan mendetil, mulai
dari sistem pemesanan, mekanisme sistem retur
dan pengembalian, penerbitan faktur,
penjadwalan pengiriman dan penerimaan, sistem
penagihan dan pembayaran tagihan.

Sehubungan aplikasi ini sangat penting
dalam mengolah semua data transaksi bisnis ritel,
dan agar sistem dapat bekerja secara maksimal,
maka perlu untuk mengetahui nilai tingkat
kematangannya. = Mengingat nilai  sebuah
kematangan tata kelola teknologi informasi dapat
memberikan sejumlah informasi penting terutama
mengenai kinerja dari E-SAS khusus dari sisi
domain PO (Plan and Organize) [4]. Domain PO
menitikberatkan ~ aspek  perencanaan  dan
organisasi tata kelola teknologi informasi yang
tepat agar dapat memberikan pelayanan teknologi
informasi yang prima [4]. Kondisi ini
membutuhkan kematangan dan keselarasan
perencanaan dan organisasi teknologi informasi.
Ketidakselarasan antara pengelolaan teknologi
informasi dengan tujuan dan sasaran Dbisnis
perusahaan menyebabkan pengelolaan
sumberdaya teknologi informasi menjadi tidak
optimal [5,12]. Melalui perencanaan dan
organisasi dapat memberikan kepastian bahwa
penggunaan teknologi informasi menjadi lebih
optimal dan dapat mengelola resiko secara tepat.
Salah satu metode untuk menilai tingkat
kematangan tata kelola teknologi informasi dapat
menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 dan
hanya membahas dari sisi domain PO [2,7-8].

Penelitian sejenis yang hanya membahas sisi
domain PO diantaranya penelitian untuk beberapa
kasus seperti badan kepegawaian daerah,
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perguruan tinggi, rumah sakit, dan distributor
memperlihatkan rata-rata nilai tingkat
kematangan ketersediaan layanan teknologi
informasi masih berada di skala 2 (repeatable but
intuitive).  Kepatutan ~ prosedurnya  belum
terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih
sering terjadi  ketidakkonsistenan  [6,9-11].
Penelitian ini memiliki relevansi dengan
penelitian sebelumnya dalam aspek mencapai
keselarasan strategi teknologi informasi dan
strategi  bisnis, kemampuan mengoptimalkan
sumberdaya teknologi informasi, memahami
sasaran teknologi informasi, mengelola resiko
teknologi informasi dan kualitas teknologi
informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dalam
penelitian ini tidak hanya sekedar mengukur nilai
tingkat kematangannya saja, tetapi juga
membahas mengenai sisi implikasi pada aspek
manajerial dan rekomendasi model proses tata
kelola teknologi informasi dari sisi control
objective input dan output berdasarkan indikator
tujuan (key goal indicators) dan kinerja
perusahaan (key performance indicators).

Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai
kesenjangan dari tingkat kematangan yang ada
dengan yang diharapkan dalam tata kelola
teknologi informasi dari sisi domain PO melalui
penerapan aplikasi E-SAS untuk sejumlah
perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis
ritel untuk produk perawatan kecantikan.
Berdasarkan nilai tingkat kematangan tersebut,
selanjutnya mengusulkan sebuah rekomendasi
model tata kelola teknologi informasi dengan
merujuk kepada indikator tujuan dan kinerja
perusahaan dalam suatu hubungan antara
keterkaitan proses PO dengan proses teknologi
informasi lainnya.

Bentuk penelitian melalui kegiatan survei
dengan  metode R&D  (Research  and
Development). Penelitian ini melibatkan sebanyak
30 bisnis ritel khusus produk perawatan
kecantikan yang sudah menerapkan E-SAS
dengan skala ukuran bisnis yang relatif sama
menggunakan  teknik  purposive  sampling.
Instrumen penelitian melalui teknik wawancara
dan menyebarkan angket kuesioner. Pengolahan
data sekunder berasal dari sejumlah dokumen
pendukung selama 1 tahun terakhir. Pengolahan
data kuesionernya menggunakan skala Guttman.
Setiap pernyataan dalam kuesioner dapat dijawab
dengan dua kemungkinan jawaban yaitu Y (Ya)
dan T (Tidak). Pernyataan dengan jawaban Ya
(Y) akan dikonversikan pada nilai 1, sebaliknya
untuk jawaban Tidak (T) akan dikonversi pada
nilai 0. Responden  menjawab  dengan
memberikan tanda centang (V) pada kolom yang
ada.

Setelah semua hasil kuesioner dimasukkan
ke dalam tabel, dilanjutkan dengan menghitung
nilai kematangan tiap proses untuk setiap
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responden. Hasil tingkat kematangan tiap proses
dari 30 responden kemudian dicari rata-ratanya,
dan hasil rata-rata tersebut akan menjadi nilai
tingkat kematangan tiap proses teknologi
informasi. Untuk pengolahan data responden
diawali dengan menghitung tingkat
kematangannya. Kemudian mengolah tingkat
kematangan masing-masing proses teknologi
informasi. Selanjutnya menghitung nilai agregasi
tingkat kematangan melalui rata-rata aritmatik.
Selanjutnya untuk semua hasil dari nilai agregasi
tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik
radar dengan menggunakan perangkat lunak
Microsoft Excel [13].

2. Kerangka Kerja COBIT 4.1

Kerangka kerja COBIT 4.1 untuk melihat
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung
sasaran sumberdaya teknologi informasi yang
harus di kelola melalui proses teknologi
informasi. Kerangka kerja COBIT 4.1 (Control
Objective  for  Information and  related
Technology) merupakan kerangka tata kelola
teknologi informasi yang ditujukan kepada
manajemen, staf pelayanan teknologi informasi,
departemen kontrol, fungsi audit dan pemilik
proses  bisnis, memastikan confidenciality,
integrity, availability data serta informasi sensitif
dan kritikal dalam mencapai tujuan dan sasaran
perusahaan [7,8].

Kerangka kerja COBIT 4.1 memiliki empat
domain, yaitu PO (Plan and Organize), Al
(Acquire and Implement), DS (Deliver and
Support), dan ME (Monitor and Evaluate).
Sehubungan dengan perencanaan dan organisasi
teknologi informasi, maka difokuskan kepada
domain PO. Penilaian tingkat kematangan domain
PO mencerminkan kesiapan teknologi informasi
mencapai keselarasan strategi, tujuan dan sasaran
perusahaan [2,4].

Business Requirements
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Gambar 1 Model COBIT Cube

2.1. Domain Plan and Organize (PO)

Domain PO meliputi strategi, taktik, dan
identifikasi mengenai mekanisme teknologi
informasi dalam  berkontribusi  terhadap
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pencapaian sasaran dan strategi bisnis. Lebih
jauh, realisasi strategi perlu direncanakan,
dikomunikasikan dan dikelola serta infrastruktur
teknologi informasi perlu difungsikan
sebagaimana mestinya.

Proses teknologi informasi untuk domain PO
meliputi POl (mendefinisikan rencana strategis
teknologi  informasi), PO2 (mendefinisikan
arsitektur informasi), PO3 (menentukan arahan
teknologi informasi), PO4 (mendefinisikan proses
teknologi informasi, organisasi dan
hubungannya), POS5  (mengelola investasi
teknologi informasi), PO6 (mengomunikasikan
tujuan dan arahan manajemen), PO7 (mengelola
sumberdaya teknologi informasi), PO8
(mengelola  kualitas), PO9 (menaksir dan
mengelola resiko teknologi informasi), PO10
(mengelola proyek) [2,7-8].

2.2. Model Tingkat Kematangan

Menilai tingkat kematangan akan berbeda di
tiap proses teknologi informasi dengan merujuk
kepada masing-masing kriteria pemenuhannya.
Perhitungan nilai indeks tingkat kematangan
dengan rumus: Nilai Indeks = {3 (jumlah
jawaban x nilai kematangan): (jumlah pertanyaan
x jumlah responden)}. Selanjutnya hasil dari nilai
indeks di petakan berdasarkan nilainya dengan
merujuk kepada skala pembulatan indeks sesuai
dengan tingkat model kematangannya (Tabel 1)
[13,15].

Tabel 1 Skala Pembulatan Indeks

Skala Tingkat Kematangan

4,51 - 5,00 5 — Optimised

3,51 -4,50 4 — Managed and Measurable
2,51 -3,50 3 — Defined Process
1,51-2,50 2 — Repeatable but intuitive
0,51 - 1,50 1 — Initial/Ad Hoc

0,00 - 0,50 0 — Non-Existent

Untuk model kematangan tata kelola
teknologi informasi memiliki pengelompokkan
kapabilitas ~ pengelolaan  proses  teknologi
informasi dari tingkat 0 (non-existent) sampai
tingkat 5 (optimised). Hal ini memudahkan
manajemen dalam memahami secara ringkas
mendeskripsikan masing-masing tingkat
kematangan secara umum (Tabel 2) [2,7-8].

Tabel 2 Model Kematangan
Tingkat Deskripsi Kriteria Model Kematangan
0 Kekurangan yang menyeluruh terhadap proses
Non existent apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan
tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan-
permasalahan yang harus diatasi.

1 Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui
Initial/Ad adanya permasalahan yang harus diatasi.
Hoc Bagaimanapun juga tidak terdapat proses standar,

namun menggunakan pendekatan ad hoc yang
cenderung diberlakukan secara individu atau
berbasis per kasus. Secara umum pendekatan
kepada pengelolaan proses tidak terorganisasi.

2 Proses dikembangkan ke dalam tahapan prosedur
Repeatable serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda untuk
but intuitive pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan




formal atau pengomunikasian prosedur standar dan
tanggung jawab diserahkan kepada individu
masing-masing. Terdapat tingkat kepercayaan
yang tinggi terhadap pengetahuan individu
schingga kemungkinan kesalahan besar dapat

terjadi.
3 Prosedur distandarisasi dan didokumentasikan
Defined kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan.

Kemudian diamanatkan bahwa proses-proses
tersebut harus diikuti. Namun penyimpangan tidak
mungkin dapat terdeteksi. Prosedur sendiri tidak
lengkap namun sudah memformalkan praktek yang

berjalan.
4 Manajemen mengawasi dan mengukur kepatutan
Managed and  terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika
Measurable proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses

berada di bawah peningkatan yang konstan dan
penyediaan praktek yang baik. Otomatisasi dan
perangkat digunakan dalam batasan tertentu.

5 Proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang
Optimised baik,  berdasarkan  hasil dari  perbaikan
berkelanjutan dan pemodelan kedewasaan dengan
perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan
sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi
alur kerja, penyediaan alat untuk peningkatan
kualitas dan efektivitas serta membuat perusahaan
cepat beradaptasi.

3. Hasil Penelitian
3.1. Nilai Kematangan Tata Kelola Teknologi
Informasi
Melalui hasil pengukuran dapat diperoleh
nilai  perhitungan  mengenai  rekapitulasi
kematangan tata kelola teknologi informasi
penerapan E-SAS. Nilai perhitungan yang
dikhususkan ~ kepada  domain PO  ini
memperlihatkan mengenai  kondisi saat ini
(terjadi) dan kondisi tata kelola teknologi
informasi yang menjadi harapan kedepannya
(tabel 3).

Tabel 3 Kesenjangan Tingkat Kematangan
Maturit

Domain Proses y Level

Mendefinisikan rencana

POl strategis teknologi informasi 2,765 4

PO2 Mendeﬁmmkan arsitektur 2.825 4
informasi

PO3 Menentulfan arahan teknologi 2.833 4
informasi
Mendefinisikan proses

PO4 tcknol.ogl‘lnformasu 2741 4
organisasi dan
keterhubungannya.

POS Mengelo!a investasi teknologi 2727 4
informasi

POG Mengomumkasﬂfan tujuan 2,882 4
dan arahan manajemen

PO7 Mengelo!g sumber&}laya 2,688 4
teknologi informasi

PO8 Mengelola kualitas 2,600 4

PO9 Mc{naksnr dan rr}c{ngclola ) 2.856 4
resiko teknologi informasi

PO10 Mengelola proyek 2,900 4

Penerapan E-SAS dalam bisnis ritel ini
menghasilkan rata-rata domain PO dengan nilai
2,782, dan berada dalam skala tingkat
kematangan dari 2,51 - 3,50. Tingkat kematangan
yang terendah ada pada PO8 dalam hal mengelola
kualitas, yaitu 2,600. Nilai tingkat kematangan
semua proses domain PO berada tingkat ke 3
(defined  process). Model kematangan
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mendefinisikan  prosedur distandarisasi dan
didokumentasikan kemudian dikomunikasikan
melalui pelatihan. Kemudian diamanatkan bahwa
proses-proses tersebut harus diikuti. Namun
penyimpangan tidak mungkin dapat terdeteksi.
Prosedur sendiri tidak lengkap namun sudah
memformalkan praktek yang berjalan.

3.2. Analisis Kesenjangan Kematangan

Hasil analisis kesenjangan kematangan
domain PO dari penerapan E-SAS
memperlihatkan bahwa nilai rata-rata tingkat
kematangan ada pada 2,782. Adapun domain PO
dibawah nilai tersebut adalah domain PO1, PO4,
PO5, PO7, dan POS8. Artinya nilai kematangan
masih berada jauh dari target yang diharapkan
(bahkan dibawah rata-rata) pada posisi 4
(managed and measurable). Nilai paling rendah
ada pada domain PO8 (mengelola kualitas)
dengan nilai kematangan 2,600. Namun demikian,
dari semua domian PO, yang mendekati tingkat
kematangan yang diharapkan (managed and
measurable) adalah PO10 yang mewakili proses
mengelola  proyek dengan nilai tingkat
kematangan adalah 2,900 (Gambar 3).

PO1

E
PO10. e PO2

~PO3

PO6
e Current Maturity
il Expe cted Maturity

Gambar 3 Model Tingkat Kematangan

Kondisi ini terjadi karena dalam menerapkan
E-SAS belum memiliki komunikasi yang efektif
dalam menerapkan standar QMS (Quality
Management System). Manajemen belum dapat
mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap
prosedur dan mengambil tindakan jika proses
tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses
berada di bawah peningkatan yang konstan dan
penyediaan praktek yang baik. Otomatisasi dan
perangkat digunakan dalam batasan tertentu
sehingga belum sepenuhnya E-SAS dalam
memperlancar  dan  meningkatkan  kinerja
manajemen dan bisnis.

Belum memiliki perencanaan, pelaksanaan
dan memelihara QMS sesuai standar persyaratan
kualitas, prosedur, kebijakan dan pola komunikasi
terstruktur. Pernyataan kualitas persyaratan dan
mekanisme komunikasi sebagai indikator nilai
kuantitatif secara jelas belum dapat terealisasi.
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Belum ada mekanisme perbaikan berkelanjutan
melalui pemantauan yang jelas, analisis dan
tindakan penyimpangan, dan mengomunikasikan
hasilnya kepada pemangku kepentingan. Belum
memiliki manajemen mutu untuk memastikan
pemanfaatan teknologi informasi memberikan
nilai perbaikan, proses bisnis yang
berkesinambungan  dan  transparansi  bagi
pemangku kepentingan.

3.3. Implikasi Pada Aspek Manajerial

Penerapan tata kelola teknologi informasi
pada bisnis ritel khususnya perawatan kecantikan
diharapkan dapat mencapai tingkat kematangan
pada tingkat ke 4 (managed and measurable)
dengan spesifikasi yang memenuhi standarisasi
COBIT 4.1. Sementara dari sisi berdasarkan hasil
perhitungan tingkat kematangan dapat dilihat
bahwa tingkat kematangan tata kelola teknologi
informasi masih berkisar dalam skala interval
2,51 — 3,50 yaitu pada tingkat kematangan pada
posisi ke 3 (ditetapkan/define) dan belum
melebihi dari nilai batas maksimal 3,50. Hal ini
menandakan bahwa terdapat sejumlah
kesenjangan yang harus dihilangkan agar tingkat
kematangan yang diinginkan dapat dicapai
dengan baik. Untuk itu harus dilakukan
perbaikan-perbaikan keseluruhan proses teknologi
informasi pada domain PO dengan merujuk
kepada detail objektif kontrol masing-masing
proses. Rincian kriteria implikasi hasil penelitian
dibawah ini.

Hasil penelitian memperlihatkan dari semua
rincian proses tersebut memiliki tipe prioritas
yang berbeda dari sisi kebutuhan untuk segera
dilakukan perbaikan dan yang menjadi prioritas
utama. Proses tata kelola teknologi informasi
yang menjadi prioritas utama yaitu pada proses
PO1, PO4, POS, PO7, dan POS8. Selanjutnya
untuk proses-proses lainnya yang perlu diperbaiki
adalah rata-rata proses tata kelola teknologi
informasi dengan tipe prioritas (priority) meliputi
PO2, PO3, PO6, PO9, dan PO10 (tabel 4).

Tabel 4 Implikasi Pada Aspek Manajerial

Current Expected

Priority

Domain  Proses Selisih

mengelola resiko
teknologi informasi

PO10 Mengelola proyek 2,900 4 1,100 Priority

Maturity | Maturity Type
Mendefinisikan Super
PO1 rencana strategis 2,762 4 1,238 e’
L . Priority
teknologi informasi -
PO2 Mendefinsikan 2,825 4 1,175 | Priority
arsitektur informasi -
PO3 Menentukan arahan 2,833 4 1,167 | Priority
teknologi informasi
Mendefinsikan
proses teknologi s,
PO4 informasi, 2,741 4 1,259 uer
- Priority
organisasi dan i
keterhubungannya
POS Mengelola investasi 2,727 4 1273 | Swer
teknologi informasi Priority
Mengomunikasikan
PO6 tujuan dan arahan 2,882 4 1,118 Priority
manajemen
Mengelola Super
PO7 sumberdaya 2,688 4 1312 uper
L . Priority
teknologi informasi
PO8 Mengelola kualitas 2,600 4 1,400 Super
Priority
PO9 Menaksir dan 2,856 4 1,144 Priority
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Hasil pengukuran membawa pada kebutuhan
akan pendefinisian tingkat kematangan proses
yang mengindikasikan  semakin baik hasil
pengukuran kinerja atau semakin terpenuhinya
ukuran kinerja yang didefinisikan, maka tingkat
kematangan proses semakin tinggi juga. Tingkat
kematangan ditentukan dengan menyesuaikan
hasil pengukuran dengan standar COBIT 4.1.
Pihak manajemen kemudian meninjau hasil
pengukuran kinerja dan tingkat kematangan tiap
proses kemudian dengan mengacu kepada standar
kerangka kerja COBIT 4.1 mengarahkan kepada
pemenuhan objektif kontrol dalam tiap proses
teknologi informasi.

Selain peningkatan proses, pihak manajemen
perlu melakukan tindakan perbaikan terhadap
ketidaksesuaian proses yang telah ada agar tidak
akan terjadi hal serupa di masa mendatang. Oleh
karena pentingnya peningkatan pengelolaan
proses, kemampuan  penentuan  indikator
pengukuran kinerja dan pemahaman kondisi saat
ini melalui penentuan tingkat kematangan.
Membutuhkan keterlibatan yang
berkesinambungan antara pihak manajemen dan
pengguna dalam proses teknologi informasi.

3.4. Rekomendasi Tata Kelola Teknologi

Informasi PO8

Tata kelola teknologi informasi pada domain
PO, sesuai dengan pedoman COBIT 4.1 terkait
dengan control objective pada POS yaitu
mengelola kualitas dalam tata kelola tersebut
terkait dengan control objective yang lain dimana
sebagai control objective input terdiri dari POI
(mendefinisikan rencana), PO10 (mengelola
proyek), MEI (mengawasi dan mengevaluasi
kinerja teknologi informasi) dan sebagai control
objective output terdiri dari AIl (mengidentifikasi
solusi  otomatis), AI2 (memperoleh dan
memelihara perangkat lunak aplikasi), AI3
(memperoleh dan memelihara infrastruktur
teknologi informasi), AI5 (memenuhi sumberdaya
teknologi informasi), DS2 (mengelola layanan
pihak ketiga) dalam kegiatan untuk melakukan
standarisasi akuisisi; P10 (mengelola proyek),
AlIl (mengidentifikasi solusi otomatis), AI2
(memperoleh dan memelihara perangkat lunak
aplikasi), AI3 (memperoleh dan memelihara
infrastruktur teknologi informasi), dan A7
(instalasi  dan  akreditasi  solusi  beserta
perubahannya) dalam kegiatan untuk melakukan
standar pengembangan; ALL untuk semua
domain dan proses yang terlibat didalamnya
untuk melakukan penyusunan dan pengembangan
standar kualitas dan matriks kebutuhan; PO4
(mendefinisikan proses teknologi informasi,
organisasi  dan  keterhubungannya),  AI6




(mengelola perubahan) untuk melakukan kegiatan
tindakan pengembangan kualitas (Gambar 4).

_| a1, Ai2, 13, A5, Ds2
Standar akuisisi
PO1

PO10, Al1, Al2, Al3, AI7
Standar pengembangan

PO10 PO8

Mengelola proyek Mengelola Kualitas

ALL
H Standar kualitas dan
matriks kebutuhan

ME1

Mengawasi dan

mengevaluasi kinerja
teknologi informasi

PO4, Al6
H Tindakan
pengembangan kualitas

Gambar 4 Keterkaitan Proses PO8 dengan Proses
Teknologi Informasi Lainnya

Untuk  meningkatkan nilai  dari  tingkat
kematangan khususnya pada PO8 (mengelola
kualitas/mutu), maka pengembangan sistem
manajemen mutu untuk bisnis ritel harus memiliki
perencanaan, penerapan, pengawasan dan
pemeliharaan sistem dengan standarisasi yang
jelas dan mudah untuk dipahami oleh semua
fungsi bisnis dan unit kerja yang ada. Mengelola
kualitas penting untuk memastikan bahwa
penerapan E-SAS dapat memberikan nilai-nilai
dalam pertumbuhan omzet dan profitabilitas
bisnis ritel untuk produk perawatan kecantikan,
kemajuan yang bersifat terus menerus, dan
memiliki transparansi informasi bagi pihak
shareholder dan pimpinan perusahaan. Fokus tata
kelola teknologi informasi PO8 merujuk pada
ketentuan sistem manajemen mutu, melakukan
monitoring kinerja terus menerus terhadap
sasaran yang sudah dikenal, dan penerapan
program bagi kemajuan yang teus menerus dari
layanan teknologi informasi.

4. Simpulan

Tingkat kematangan tata kelola teknologi
informasi dalam penerapan E-SAS dari sisi
domain PO (Plan and Organize) menunjukkan
bahwa nilai rata-rata domain 2,782. Nilai tersebut
menunjukkan belum semuanya secara spesifik
sudah berada pada posisi ke 3 (defined process).
Nilai paling rendah terdapat pada proses PO8
(mengelola kualitas) dengan nilai hasil pengujian
2,600. Untuk mencapai tingkat kematangan yang
diharapkan (expected maturity level), manajemen
perusahaan harus memiliki mekanisme
perencanaan dan organisasi yang tepat sasaran
dalam  kegiatan  mendefinisikan  arsitektur
informasi, mengomunikasikan tujuan dan arahan
manajemen, mengelola sumberdaya teknologi
informasi, mengelola kualitas, menaksir dan
mengelola resiko teknologi informasi, dan
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mengelola  proyek, dan mengomunikasikan
kepada pimpinan perusahaan.

Tata kelola teknologi informasi untuk
domain POS8 (mengelola kualitas) memiliki
hubungan dan keterkaitannya yang dilihat dari
control objective input terdiri dari PO1, PO10,
MEI! dan sebagai control objective output terdiri
dari AIl, AI2, AI3, AI5, dan DS2; PO10, All,
Al2, AI3, dan Al7; ALL; PO4 dan Al6. Evaluasi
tingkat kematangan harus diukur secara periodik
dan tidak hanya domain PO, namun perlu juga
melibatkan domain lainnya agar memiliki
kesatuan informasi yang jelas dan terukur dalam
perumusan dan perencanaan tata kelola teknologi
informasinya dalam mencapai tingkat kematangan
yang diharapkan.
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